KETIGA Dalam hal pelaksansan pendi
pihek lain ataw peserta didik yang mengakibatkan terhentings

dikan temyata tinbul kerugian terhadap

pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi

tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan

dan atau batal demi hukum.
KEEMPAT X Segela penyimpangan dan atau

kelalaian atas ketentuan dalam keputusan

b intah baik sengaja maupun

in1 yang dapat
tidak sengaja, maka keputusan

ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA g Tidak dibenackan mengalihkan izin pendirian sekolth ke pihak lain

dengan dalih apapun sebelu
Daersh Kabupaten Bogor,

m adanyz persetyjuan dari Pemerintah

KEENAM Kepumsan ini mulai berlaku pada tanggal ditstapkan.

Tembusin
Yith Kepaio Dinas Pendidikan Provinsi Jaws Burat;

¥ihBupati Bogor melelii Sekretaris Dacrah Ksbupaten Bagor.
YihKena Dewan Perwakilan Rakyar Dacrah kabupaten Bogar:
¥th Comat Cibungbulang;

¥ih Kepaln UPT Kurikulum Kecomatsn Cibungbulang;

¥th Kepaln Desa Suknmajui Kecsmatan Cibungbulang,

TS
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4 DINAS PENDIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

71 Nyaman No. 1 Desa Tengah Kee, Kahuripan Telp, 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421,1/(/4Z#Disdik/2010

TE‘VTANG
IZIN OPERASTONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PERMATIS
KP BOJONG NEROS RT 01 RW 84
DESAKELURAHAN SUKAMATUKECAMATAN CIBUNGBULANG
KABLPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Meaimbang a Bzhwp dalam upaya menin

usia dini rin g
Pendidikan Angk Usia Dim / PAUD PERMATIS yang berlokasi
Kp. Bojong Neres Rt 01 Rw 04 Desa/Kelurahan  Sukamaju
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

b Bahwa berdasarkan p(‘—l‘-?mll

Tendirian Pendidikan Anak- Usia Dini [ PAUD P ERMATIS yaug
rahan

berlokasi di Kp. Bojong Neros Rt 01 Rw 04 Des
Sukamaju Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tehun 1950 teniang Pemerntah Dagrah

Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik

Tndonesia Tahun 1950 Nomior 8);

2, Undang-Undang Nomor 20 Tzhun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional { Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahat
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3390);

3. Undang-Undang Ne.20 tshun 2003 tentang Sysiem pendidikan Nasional

Pasal 28;



Memparhatikan

MEMUTUSKAN

Menctapkan
KESATU

KEDUA

"

Pettiran Pemerintsh No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar

Sekoleh (PLS), Peraturas Pemerintah No27 tahun 1990 tentang

Pendidikan  Pra Sekolah;

Keputusan Menter Pendidikan Nasional Nomor :060/U2002 tanggal

26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sckolah;

Peraturan Daergh Kabupaten Bogor Nomer & Tahun 2008, susunan dan

Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Draerah

Kabupaten Boger Tahun 2008 Nosmor § ); )

Peraturan Dasrah Kabupaten Bogor Nomar : 11 Tahun 2008, tentang

OPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Bogor (Lembaran Dacrah Tatiun 2008 Nomor 11);

Kepuusan  Bupati Bogor  tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandstanganan  Dakiimen Administrasi  Pelaysnan  Unur
Kepada Kopals Dings Pendidiken ' Nomor61/1 B8/ pts/Huk/2005
tanggal 30 Mei 2005:

Surat permohonan izin Qperasional dan Penyeler Pendidikan

gal 2. Napember 2010 Nomgr

S/PERMATIS, PAUDIXI2010, Perihal Permohonan Perpanjangan
lzin Oprasicnal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pén yang  dildkukan  oleh  Penikhik
UPT  Kurkulum Dinss  Pendidikan Kecamatan Cibungbulang
tangpal ‘Oktober 2010, E

Memberikan Izin Operasional Penyelenggasasn kepada

Nama PAUD ; PERMATIS

Alamat 4 Kp. Bojong Neros Rt 01 Rw 04
Desa/Kel : Swkamaju L
Kecamatan C:’bungburang

Pemberian izin sebagaimana diraksud dalam diktuh KESATU, berlaky
sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ]
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.



